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STATUS ANAK DAN HUKUM WARIS
DIMASYARAKAT JEPANG

Oleh:
H. Azhar, SH., LL.M., LL.D*

sastrak: Pada kenyataannya internasionalisasi telah mempegaruhi Jepang dalam
Weetagal hal termasuk didalamnya perkawinan antara warga negara asing dengan
wang Jepang. Seperti akhir-akhir ini banyak warga negara Jepang yang melakukan
Wessawinan dengan warga negara asing diluar negeri maupun di Jepang sendiri
wemasuk didalamnya dengan warga negara Indonesia. Sudah barang tentu buah
& perkawinan ini menghasilkan keturunan atau anak. Untuk itu tulisan ini bertujuan
memtahas tentang sistem registrasi keluarga di Jepang. Selanjutnya, pembahasan
&suskan kepada status anak dari perkawinan tersebut. Terakhir akan membahas
wmong bagaimana hukum waris di Jepang.

Mz kunci: Status anak, hukum waris

 Pendahuluan
. _ztar belakang

Dibawah sistem “le” (sistem rumah) yang di diatur dalam Kitab Hukum
| “=rdata Meiji, dimana nama keluarga menggambarkan keluarga secara
wescluruhan. Sedangkan dengan berlakunya Kitab Hukum Perdata yang berlaku
| eszrang, nama keluarga (m1yoji) semata mata mencerminkan nama individu.

Nama keluarga (myoji) yang didapat pada saat lahir. Pada prinsipnya,
sez keluarga (myoji) adalah nama orangtua sesungguhnya yang diberikan oleh
wanztuanya. Oleh karena itu, apabila pasangan telah melakukan perkawinan
& melahirkan bayi, bayi tersebut akan mengambil nama keluarga (myoji)

anztuanya. Apabila seorang bayi lahir setelah terjadi perceraian antara kedua
wsnztuanya, maka anak tersebut mengambil nama keluarga/akhir dari orangtua
~arzmemeliharanya.' Apabilaayah dan ibu si bayi tidak melakukan perkawinan
‘i vang lahir diluar nikah), maka bayi tersebut akan mengambil nama keluarga
#u vang melahirkannya.” Lebih lanjut, bilamana bayi yang lahir, lalu ditinggalkan
et orangtuanya dan atau orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, maka

_=xtor Kepala Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; JSPS Fellow, Graduate School of Law
~okkaido University, Jepang, Asisten Ahli Hakim Mahakamah Konstitusi Republik Indonesia
=sal 790 ayat 1 Kitab Hukum Perdata Jepang 1987.
=sal 790 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang. 1987.

B
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l.\)c,;;un dacrah diberikan kebebasan untuk memberi n
ada prinsipnya me al n;
nrioa I,” ;, l;\yl mempunyai nama keluarga (myoji) dari orangtua yuj
sebenarnya buk: ol
oy ¢O Nz Ju I merupakan sesuaty keharusan. Namun, dalam kenyataan; \E
s rang Jepano me 43 2 ; ' concl
C(m(t (;))h gk epdx}(g mempunyai myoji. Dalam hal perkawinan dan adopsi, s I ‘H

» anak-anak dan oranet ; i tetapi |
( ua dapat memak ¢

nak-ar g ¢makar nama baru merek

At o , mereka, tetapi (fy
Jarang terjadi didalam Masyarakat Jepang dan dianggap suaty keanehan |

Undang-undang Regisiras;
‘ & Registrasi Keluarga koseki h i
Ibahwa tindakan untuk memberikan nama ba)gi o
1an i i
megi n;(enyerahkan sertifikat kelahiran oleh orangtuanya, atay orang yang wa|l
ukannya kepada kantor kecamatan atay pemerintah daerah EN ;I:“
s an

S 5 p Aldbg

Konsep garis keturunan keluarga dibangun dalam sistem registrasi
llarpa.  Secara teknis, seseorang dapat memindahkan namanya dari
pin keluarga yang ada dan membuat registrasi keluarga tersendiri yang baru
i terpisah setiap saat, tetapi kebanyakan orang Jepang melakukan
[ tersebut sewaktu mereka menikah. Biasanya dalam registrasi keluarga
lya diperbolehkan terdiri dari dua generasi, yang terdiri dari pasangan
fAmi isteri dan anak-anak mereka dapat dimasukkan dalam registrasi
llarga. Registrasi keluarga untuk tiga generasi secara hukum tidak
benarkan atau dilarang, seperti contoh jika kakek dan nenek, anaknya
g telah melakukan pernikahan dan anaknya tinggal serumah, kakek dan nenek
lhp pada registrasi keluarganya semula, sedangkan anaknya yang telah
lelukukan pernikahan dan mempunyai anak harus memiliki registrasi keluarga

isendiri.

ama kepada bayi terseseli

ngatii
yang baru lahir selesaj dengn

Rumusan Masalah e . . o
Dalam suatu organisasi di Jepang, registrasi keluarga menjadi alat yang

ngat kuat, dimana dalam registrasi keluarga terdapat informasi secara

2 pscluruhan tentang anggota suatu keluarga, hal ini menjadi kebiasaan dan berlaku

dn‘umusk-an masalahnya sebagai berikuyt- bagi seluruh organisasi di Jepang dengan mensyaratkan calon anggotanya untuk

g- gagaflnal1a sistem registrasj keluarga di Jepang: Menyerahkan copy registrasi keluarga mereka pada saat mereka ingin melamar
- ~48aimana kedudukan anak: = lintuk menjadi anggota suatu organisasi. A

¢. Bagaimana hukum waris di Jepang
o

dalam tulisan ini kita akan membalhy
pang . Untuk jtu dapal

: Sebagai data pendukung dari sistem registrasi keluarga adalah Sistem
‘PGMbahasan ; Kartu Penduduk (Jumin-hyo) yang mengharuskan setiap rumah
fingga mendaftarkan alamat dan jumlah keluarga di kantor kecamatan.

1. Sistem registerasi keluarga di Jepang Biasanya apabila suatu keluarga pindah dari daerah A ke daerah B, keluarga
‘ lersebut hanya melaporkan diri ke kantor kecamatan didaerah B dengan

Sistem i i k - . i
Keluarga (kaserkeig;eslgz;'y::i”tae‘rizpi‘t ;Z'}D;]l:gud;atur dalam Sistem Registrasi ~sendirinya berkasnya akan berpindah secara ot.on.mtis d‘fil‘i daerah kantor
Keluarga. Jadi yang dimaks;d dengan sistem ¢ (‘; _al;gyl?d.ang tentang Registrasi Kecamatan A kg kantor k.ecamatan B. D.engan cara in 1.pe|1ler11?ta]1 Jepang dapat
status seseorang dengan Pemberitalilan b ers;[ls'raSI nt adalah cara registrasi menga'mankan 1|1f01‘111§151 yang mendetail temiang_ masing-masing rumah tangga
keluarga merupakan dasar I /ali’ ujuan secara umum,. Registrasi dan se_]arahn.y.a melalui pemerintah daerah. Selain itu Pemermtah Jepang dapat
dan rahasia Ml keluarga i Jepan(;g g mengambarkan aspek kebiasaan mengetahui jumlah penduduk yang akurat, perpindahan pendudulf dan

Ehatt i (el oot & pertambahan pernduduk maupun pengurangan penduduk dalam suatu wilayah
rumah tangga. Regiz;;l{;;gls;;? N [?Ukan.at&?, nama-pribadiatau individu, melainkan e R ’
keluarga, tem pat lahir, tan gp gu:l alz)tf:;:liazz:]?s;“g‘n}asingf Jenis kelamin anggota | Apabila adanya perubahan st'atus anggota keluarga, anggota keluarga yang
kedudukan maSing—masing Saud;ra perkawma]ug kelahlran,. nan?a orangtua, ~ bersangkutan harus n.len)fafnpalkan perubahan s.tatus mereka. Ada dua
mendetai] masing-masing et ke"uaroa o ac"ltn, an perceraian dicatat secara perubahan status yang bisadiajukan. Pertama, pe'mberltahual? tentang perubahan

g M catatan rumah tangga/keluarga termasuk didalamnya perubahan adanya kelahiran, kematian, dan keputusan

dan file disiy i
mpan di kantor kecam
atan. o . : .
pengadilan tentang perceraian dan berakhirnya suatu perkawinan. Yang kedua

adalah yang disebut dengan sosetsuteki todokete, yaitu perubahan yang meliputi
perkawinan, perceraian atau berakhirnya perkawinan karena persetujuan kedua

} dacal & .
Pasal 57 ayat 2 Koseki Ho (Undang-undang Regi
belah pihak, dan adopsi anak.

' l’asal_ 107 ayat 2 Undang-undang Regj
Yoshio Sugimoto. 2003. An i
Press. him. 147,
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dari .

k:;ﬁ;:}:;l;awman; _ltersebutf Anak yang sah hanya dapat dibatalka
pengadilan yang diajukan oleh pih k i i

o : ! PIhaK suami atau bapak sj » k

thak suamj dapat mengajukan permohonan danp membukI:ikan (;:jéll

pengadilan terhadap by sj anak untuk mengabaikan ke absahan bap

tersebut adalah anaknya, e

Hubungan keluares iye i lakuk
o gga Syara?r\?:l 1; :Tja] s:ﬁitk c:ljnlalkutkzji(n dengan adopsi/mengangkat anak.
eps Pe”ama{yan(; o ;]oalwk t Intu . mengangkat anak dalam huk
ctatin Vaza akab d'b at anak harus berumyy lebih dari dua pu
o Te;.ékh,-?ﬁd ;d llangkat analf harus lebih muda dari yang akap
bapag o by ak dalam sat.u garis keturunan langsung Seperti antara
g * 7 Seorang yang terikat perkawinan harys secara bersama-

um

]I)’;tss:ll ;;; a_\,/at 1. K.ltab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.
; '(] az at 2. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.
Kzz;amz;/:. I;/;tz;]t;\Hukﬁm Perdata Jepang Tahun 1987
’ “pulusan Mahkama Agung Jepang, Januari V ; ).
,l .) l]))dsdlj 779. K.itab Hukum Perdalaﬂcpﬁﬁ;aggzgnl ?9;340 W gl
0 P'(L\“‘l 7(877 Kitab Huk_um Perdata Jepang Tahun 1987.
asal 792 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987
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adalah anak i 1 il
Yang sah. Dj Jepang dikenal dengan adanya anak yang sah day n:::
ari smmng
e 1 ak v
‘ i atau selama dala ktu 3
sawlery . m waktu 30() |y
Jak berakhirnya atay tey putusnya perkawinan dianggap sebagai anak hvlav‘:I'
n dengag
terschyy *
n sidanip

# mengangkat anak dengan pasangannya. Adopsi terhadap anak yang cacat
tisetujui oleh pengadilan keluarga. Pengadilan akan memutuskan dari
gan mereka apakah pengangkatan tersebut sesuai untuk kesejahteraan
yang bersangkutan yang akan diadopsi. Motivasi dan tujuan pengangkatan,
eokan dengan yang mengadopsi dan juga hubungan keluarga akan menjadi
i pertimbangan. Ada suatu kasus, adopsi seorang bayi dimana dengan tujuan
Mipaya menjadi penerus keturunan dan menjadi kepala keluarga hal ini ditolak
il pengadilan keluarga.?
Apabila umur anak kurang dari lima belas tahun, maka diperlukan
ietujuan kuasa hukum anak yang akan diadopsi. Kuasa hukum tersebut diatas
itindak untuk dan atas nama anak yang akan diadopsi. Bilamana anak dibawah
pipuan seseorang, persetujuan pengapu juga diperlukan.'

Bukan merupakan kebiasaan bagi pasangan yang. terikat perkawinan

ipadopsi seorang bayi dan dicatat sebagai anak mereka yang sah. Pengadilan
#lah mengabaikan ke absahan anak tersebut.'s Namun, banyak orang yang

Menilai bahwa hal demikian dianggap adopsi yang sah.

Perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang pada tahun 1987
emperkenalkan suatu sistem yang disebut dengan adopsi khusus. Hal ini
herlaku terhadap anak yang berumur dibawah enam tah un, yang orangtuanya
mengalami kesulitan dalam membesarkan anak-anak mereka, dimana adopsi
pida khususnya diperlukan untuk kesejahteraan anak tersebut. Setelah
tlinjukan dan di proses selama enam bulan, maka pengadilan keluarga dapat
Mmenyetujui adopsi. Dengan adopsi, hubungan antara anak dan kedua
Orangtuanya terputus, dan anak yang diadopsi menjadi anak yang sah bagi
yang mengadopsi. Hal ini tidak akan ada dalam register keluarga bahwa
mnak tersebut adalah hasil adopsi.'®

Orangtua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan
membesarkan anak mereka. Seorang anak yang belum dewasa dibawah
kekuasaan orangtuanya dan dilakukan oleh orangtuanya secara bersama-sama.
Orangtua mempunyai hak untuk mengatur dimana tempat tinggal dan memberikan

persetujuan terhadap pilihan pendidikan anak."”

Bilamana seorang bapak atau ibu telah menyalahgunakan hak mereka
terhadap anak, atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, pegadilan keluarga

'"Ajudikasi Pengadilan Keluarga Niigata, 10 Agustus, 1982 (Kagetsu 35-10-79)

""" Pasal 797 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947,

'* Keputusan Mahkamah Agung, 8 April, 1975 (Minshu 29-4-401)

' Pasal 817 ayat 2 dan Pasal 817 ayat 11. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.
"7 Pasal 821 dan 823 ayat 1. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947,



— e e . p— v —

T g —— ——

akan mencabut hakiya sebagai orangtua atas permohonan joksa.* Bilamans
anak ditinggalkon oleh kedua grangiluanya, aisu tidak ada orang melaksanakan
peranan orangiua karena alasan terentu, maka ditentukan pengasub anak tersebut

oleh pengadilan keluarga.

3. Hukim waris

Hukum waris Jepang tslah mengalami perubahan yang sangat mendasar
setelaly Perang Dunia Kedwa, Sebelum Perang Dunia Kedua, rumal dan
semua asset yang ada diwariskan kepada anak laki-laki yang paling twa,
Anak laki-laki yang lebih muda dan anak perempuan tidak mem punyai hak
sama sckali terhadap harta benda begin juga pasangan yang ditinggalkan,
Sistem tersebut telah dirubah secara menveluruh setelah adanya reformasi
hukum setelah Perang Dimin Keduoa, karena dianggap tidak demokratis dan
bertentangan dengan hak asasi manusia, Hargs warisan dibagikan diantara
pasangan vang ditinggalkan, anak laki-taki dan anak perempuan. Ada dua
macam pewnarisan yang dikenal di Jepang yaitu pewarisan yang tertulis dan
vang tidak teriulis. Pads umumnya banyak yang tidak tertulis vang ada dalam
kenyataan sehari-hari.

Peraturan tentang pembagaian harta warisan diatur dalam dalam Kitab
Hukum Perdats Jepang sccara rinci. [steri afan soami yang ditinggalkan
gelalu menjadi ahli waris., Anak- anak yang ditinggalkan, merupakan ahl
waris tingkat pertama, sedangkan garis kedua seperti orangrua dan kakek
nenck merupakan ahli waris tingkat kedua, Saudara laki-laki maupun
perempuan merupiakan ahli waris tingkat ketiga, Bilamana yang meninggal
mempuiyal isteri dan beberaga anak, ahli waris yang kedua dan ketiga terfutup
unfuk mewaris. Dalam hal ini separuh dari harta warisan diberikan kepada
pasangan yang ditinggalkan dan separuhnya lagi dibagikan kepada secara
merata kepada anak-anak vang ditinggalkan. Jika adn pasangah yang

ditinggalkan tetapi tidak mem punyai anak, maka harta warizan dibagi sama-

antara isteri atau suami vang ditinggalkan dengan garis keturunan kedus yait
orangiua yang meninggal dan kakek dan nenek vang meninggal. Dimana
isteri ataw suami vang ditinggalkan mendapat dua pertiga dari keseluruhan
warienn, Jika orangius dan kakek seria nenek yang meninggal sudah tiada
atau memnggal terlebih daholu, maka warisan dibagi amtara isteri ataw seami
vang ditinggalkan dan saudara yang meninggal, [steri atau suami vang
ditinggalkan mendapat tiga perempat harta warisan sedanpkan sizanva dibagi
secarn meratn kepada saudara vang ditinggalkan '

" Fasal 824, Kisb Hakum Perdata lepig Tahim 1547,
" pgca| BE7, 839,890 dan 00 Kirah Hukum Perdats lepaap

370 S Cbarive Wi 79 Tahin ¥ Senpmmfuie 30A0%  TOCATRI 2avan Ao

Hak waris anak yang tidak sah separuh dari hak anak vang sah.™
Hal ini banyak mengundang kritikan baik didalam negen maupun diluar
negeri karena dianggap hukum fepang melegalkan diskriminas: anatar hak laki-
laki dan perempuan, Mahkamah Agung Jepang felah memutuskan hahwa
mesalah tersebut masih dalom  perbedann vang dapat diterima oleh pemboat
pndang-undang dan perbedaan peclakuan bukan merupakan perbedasn yang
tiduk beralasan® Bilamama cabon abl wars seperti anak, saudara perempuan
maupun laki-laki meninggal sebelum pewaris meninggal, garis keturunan
berikutinva menjadi abli waris seperti cucy, keponakan laki-laki maupun
perempaan. =

Seseorang diperbolehkan mengajukan pesmohanan kepada pengadilan
keluarga uniuk menolak calon ahli wansnya.™ Penolskan terhadap calon ahli
waris dapat diterapkan karena keinginan cabon pewaris, Lancasan dari penolakan
untuk menjadi calon ahli warisnya karena perlakuan buruk terhadap pewaris
alan penghinaan yang series techadap pewaris atau perilaku yvang tdak terpuji
dari calon ahli waris

Seorang ahli warts dapat dibatalkan hak warisannya karena alasan terteni
menurut Kitab Hukum Perdata fepang vang meliputi: sebagai contoh dimana ahli
waris telah membunuh pewans atas mencoba sntuk membunsh pewaris atao
ahli waris kain yang mempusyai perioritas, tidak melaporkan kematian pewaris
padahal ahli waris tersebut tahu bahwa si pewaris dibunuh, atau tidak
melaksanakan wasial pewaris atau menipu pewaris uniuk membal wasiainya, ™
Pembatalan tersebut diatas berlaky secarn otomatis tanpe perlu pembatalam
secars formalitas,

Abili waris mempunyai pilthan untuk menerima atayw menclak warisan
vang iaterima. Ahliwans juga boleh menerima warisan dengan mengajukan
persvaratan melalui permyataan baliwa dia bertanggung jawab terhadap
hutang-hutang pewaris sesuai dengan jumiah warisan yang diterimanya.™
Pepolakon atay  penerimaan dengan syarat tersebut diatas hanya berlakuo
selama tiga bulan setelah sescorang tahe kematian pewaris dan dihadapkan
pada kenyataan bahwa dia harus mewarisi harta warisan. Dia harus
mempersiapkan uniuk mcnginventarisasi  harta warisan dan menyatakan
menolak atan menerima dengan svaral di pengadilan keluarga. Bilamana

% Pagal #00 ava 4 Kiioh Hukum Perdam Jepang

1 Eepuivsan Mehkamah Agong Jepang. 5 Juli, 1995 (8dieshn 45-7-1TE9)
I Peeal 327 Kilab Hskum Perdata Jepang.

" Paml 8591 Kilab Heitum Perdala Jepang.

M Pazal 891 Kitab Hulkum Perdaia Jepang.

1 Pazal 920, 927 dan 933 Kitab Hukvm Ferdsta lepang
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ahli waris gagal menclak atau mnrw:rima warisan dengan svarat dalam wakiy
tiga bulan, dia dianggap menerima warisan tersebat.

Dengan warizan ini, harta kekayaan pewaris termasuk juga hutang vang
dicinggalkanmyn menjadi tanggung jawab ohli warisnya. Kitab Hukum Perdatg
Jepang mengatur balowa sebelum warisan dibagi maka states warisan tersebut
merupakan harta bersama para ahli waris.™ Sistem perwakilan individu tidak
dikenal di Jepang. Owaig yang discrahi untuk mengatur harta warisan jarang
diterapkan dalam masyarakal lepang. Pembagian warisan nampaknya
berlaku pada saat meninggalnya pewaris ® Karena hama warisan langsung
ke para ahli waris secara otomatis serelah meningoalinya pewnris, banyak
kasus di Jepang, seperti contoh, dimana salah satu abli waris menjual bagian
warisannya anpa persetujuan ahli waris lainnya sebelum harta warisan dibag;,
Ada juga kasus, dimana Salah satu ahli waris ingin membayar hitangnya
dengan harta warisan yang in terima. Dalam hal ini pembagian harta worisan
tidak akan mempengaruhi pihak ketiga yang muncul sebelum pembagian
warisan dilaksanakan. ™ Jadi bilamana ahli waris telah menjual bagion tanah
warisannya kepada pihak ketiga sebelum pembagian harta warisan, transaksi
tersebut diatas dianggap sah, dengan demikian bahoa pihak ketiga tidak
diabaikan.*

Pembagian warisan yang sebenarnya berlaku berdasarkan wasiat dar
pewaris, jika pewaris meninggalkan wasiat Jika pewaris tidak meninggalkan
wasil, para abli waris harus sepakat bagaimana cara pembagian warisan,
Bilamana tidak ada kata sepakat diantara para ahli waris, ahli waris dapnt
memahon kepada pengadilan kelvarga untuk membagi warizan,  Pengadilan
keliarga akan memutuskan bagian warisan, apahila perundingan menensui jalan
tuntu seiclah dibawn ke forum sjudikasi. Pembagian barta warisan dibuat
berdasarkan pada kondisi warisan yang ditinggalkan, vmur ahli wasis, pekerjaan,
dan Kondisi keschatan mental maupun fisik, rintangan dalam hidugp, dan hal-hal
kainnya. ™ Pembagian warisan dapat menvrut Hubum Perdata Jepang dan atau
kesepakatan dari para ahll wans,

Ahli waris yang haknya diabaikan dapat menuntut pengembalian
bisglian warssannya selama lima tabun setelah kuasa hukumnya men getahui lal
Tersebut.”

% Pasal 898 Kitab Hukusm Perdata Jepang.

¥ Tusal 909 ayat 2 Kitah Hukim Perdata Jepang

A Pasal 909 ayat 2 Kitab Hukum Perdats Fepang

' Keputsssn Mshkamah Agung lepasg. 22 Pebruari, 1963 (Mimeln |7-1-235)
1 Pagal 505 Kitab Hukum Pesdata Jepang,

" Pasal 84 Kitab Hukom Perdata Jepang.
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Ruang lingkup hana warisan masih diperdebatkan dalam beberapa hal di
Jepang. Pertama, apakah sewa aparemen atau rumah dan atau tempat tinggal
diwarizkan atau tidak. Sebagai contoh, dimana pewarts tinggal dengan isternya,
setelah kematian susminya, isteri mungkin tidak pindzh dari temipat tinggal vang
in warisi tersebut, jika staius sewa menyewa diwarisi oleh ahli waris lainnya.
Terhadop hal tersebut diatas, Makamah Agung Jepang memutuskan si isteri dapat
mencruskan tinggal dirumah yang disewa dari pengusiran yang punya tempat
tinggal

Kedua, apakah pembayaran asuransi merupakan bagian dari harta warisan,
Pada umumnya, ketika seseorang ahli waris telah ditunjuk untuk menerima vang
asuransi, hal tersebut tidak dibiung menjadi harfs warizan. Hal tersebor juga
sama dengan vang kematian yang diberikan oleh perusahasn dimann pewaris
meninggal. Ahli waris vang ditunjuk uniuk menerima vang semacam Lersebu
diatas dipisahkan dengan harta warisan.

Dviantarn ahli waris yang membanty, melayani atau mepyumbang
terhadap kegiatan usaha pewaris atan mengurus pewaris, memberikan
sumbangan tertentu untuk menjaga dan meningkatkan asset pewaris,
menerima bagian kusus dari warisan. Jika pars ahli waris gogal mencapai
kata sepakat, maka pengadilan kelvarga vang akan memutuskannya.” Sistem
ini secars formal diperkenalkan dalom perubaban Kitab Hukum Perdata
Jepang tahun 1987, namun dalam kenyataan pengadilan keluarga Jepang telab
mempertimbangkan bantuan para ahli waris terhadap pewaris dalam
pembagian harta warisan yang ditinggalkan sebelum adanya perubahan Kitab
Hukum Perdata Jepang. Dalam suatu kasus tertento setelah adanya perubahan
Kitab Hukum Perdata Jepang, isteri kedua dari pewarts, anak perempuan
vang hasil perkawinannya, dan anzk perempuan isteri pertama dan suaminya,
vang kemudian diadopsi olel kedua pasangan tersebut diatas mendapat bagian
tambahan. 1steri kedua pewaris telah bekerja selama empat pulub tahun di
peternakan babi untuk pewaris ditempat lain. Anak angkotnya juga telah
bekerja selama delapan tahun dan menyumbangkan tenagenya atas
perkembangan vang dimiliki pewaris. Kontribusi kedua orang tersebut
dianggap menjamin adanya bagian tambahan bagi mereka, Anak perempuan
mercka telah membante ibunya, tetapi tidak cukup dianggap sebagai suatu
sumbangan. Sedangkan anak perempuan lainnya telah meningzzlkan keluarga
sctelah dewasa dan dinnggap tidak berhak untuk mendapatkan

rambaban bagian.*

" Hepuwsan Mehkamoh Agung Jepang . 28 Aprid, | 967 {Mishe 21.5-781F)
# Pasal 94 meat X Kilnb Hukwn Perdstn Jepang.
* Kepuusan Penpadilan Beluarga Maebashd, 14 juli, 1985 (Kagersu, J8=12-84]
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Warisan dengan wasiat tidak wmnum terjadi i Jopang, Sotiap orang diatas
umur lima belas tahun keatas dianggap cakap membuat wasing. Bagi orang yang
tidak cakap berbuat hukum diperbolehkan membuat wasiat Wasiat dapay
dibatalkan setinp saat obeh pembuan wasiar

Wagziat harus berdasarkan formalitas yang diatur didalam Kijrab
Hubkum F-en:h_tl Iepang. Di Jepang dikenal ada tigs Jenis macam wasiat: surst
wasiat yang ditulis tangan oleh pemberi wasiat, wasiat dengan notaris, dan wasiat
yang rahnsia.” Ada juga wasiat yang jarang digunakan seperti wasiat saqt
menjzlang ajail.d.anwuﬁiaidjmmpat}mgm-pisahupnﬁdiah;hpnr}-angmdang
berfayar.

Wasiat tertulis harus ditulis oleh sipembuat wasist dengan tanggal,
hari, bulan dan talun dibuatnya wasiat dan nama pembuat wasiat dan
harus diberi cap {hamgho)'yang bersangkutan distas wasiat terschut. Dalam
hal ini tidak diperlukan saksi. Agar wasiat ini berlaku harus disahkan
oleh pengadilan keluarga. Wasiat aleh notaris dengan mengucapkan
wasiat didepan notaris dengan dihadiri aleh dua orang saksi. Wasia
tersebut harus ditanda tangani oleh pembuat wasiat dan d; cap (fangka), para
ﬁak.:i_i dan nodaris, Sedangkan wasia rahasia, pembuat wasiar menuliskan
wiaswinya atau minta dibuatkan orang lain untuk dan atas pama dirinya,
ditands tangani dan di cap (hangkodMan diletakkan didalam amplop tertutup,
Lalu diluar amplop ditanda tangani dan di cap {hangka) oleh 5i pembuat wasias
:u.la orang saksi dan notaris, Hal inipun diperlukan pengesahan dari pq-:ug.adi'lm;
elvarga.

Pewaris beleh menghibahkan harta kekayaanmya semasa dig hidup atau
dengan wasiat sebagai wasiat penghibahan. Iika pewaris telab memberikan
hartanya kepada calon ahli warisnya sewakiu masih hidup atan dengan melakukan
hibah wasiat hartanya, hal ini dihitung sebagai harta yang dibagikan. Sebagian
dari bagian ahli waris kainnya dilindungi dan tidak bisa dikurangi melahs wasiar
Hal i bertujuan untuk menjaga keluarga dari penyvelesaian baginn dari pewaris.
Ahli waris yang berhak atas bagian yang pasti sepert] anak-anak pewarls, isteri
alaw suzmi dan garis keturuman berikutnya® Jika ahli waris dari garis keturunan
kangsumg hanya merupakan satu-satunys shli waris, sepertipn dari seharish warisan
untuk mercka. Jika tidak, separuh harta warisss untuk mercka, Oleh karena itu,
Jika seorang isteri dan dua orang anak ditinggatkan pewaris, mereka berhak tas
separuh dari hasta warisan yang ditinggalkan dengan mengenyampingkan wasiat
dari pewaris.

' Pemal B8 dun 970 Kitab Hukom Perdats fepang
" Pasal 10ZE Kitab Hukum Perdata fepang
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Kesimiprdan

lepang memiliki Sistim Registrasi Reluarga (kosckizeida) vang
wertata rapi dan dilindungi oleh Undang-undang Registrasi Keluarga (kosefi ho).
Dungan Sistem Registrasi Keluarga ind dan didukung dengan data vang disebut
Sistem Kartu Penduduk (jemimfive) yang mengharuskan setiap keluarga
mendattarkan afamat dan jumlah kelvarga dikantor kecamatan dimana ia
tinggal. Apabila ada perubahan tempat tinggal ataw status keluarga atau anggota
keluarga, yang bersangkutan wajib menyampaikan perubalun tersehit seperti
kelahiran, kemarian, kepuiusan pengadilon tentang percerian, dan barakhimya
perkawingn serta sdopsi anak. D4 Jepang dilarang registradi keluarga vang teediri
dari bign pensrasi.

Di Jepang anak dibedakan menjadi dua, yaitu anak vang sah dan anak
yang tidok sah. Seorang anak vang lahir setelab 200 hari setelah perkawinan
atau dilam 300 hari berakhirnya perkawinan dianggap ansk hasil parkawinan
tersebul.  Keabsahan seorang anak dapal dibatalkan oleh bapaknya dengan
mengajukan permohonan ke pengadilan terhadap ibu siansk. sehaliknya anak
yang lidak sah dapat dizahkan baik oleh ibu mawpun bapaknya, bahkan oleh anok
it sendiri dengan mengajukan permohonan kepengadilan kelvarga tidak lebih
dari tiga tahun setelah’kematian ayahnya.

Hukum waris Jepang mengalami perubahan vanp sangat mendasar
setclah Perang Damia Kedun, Sebelum Perang Dvinia Kedun s luruly warisan
jutuh ketangan anak teriua laki-laki. Sekarsng warisan dibagikan kepada
pasangan yang ditinggalkan, ansk laki-laki dan perempuan. Di Jepang juga
mengenal wasiat, tetapi wasiat tidak menghapuskan hak ahli waris lainnya.
Disamping itsi hek waris anak yang tidak ah separub bagian dari anak yang sah,
sesuatu hal yang menarik babwa pewaric dapar menolak calon ahli warisnya
dengan alasan terentu, begitu juza sebaliknyva abli waris dopat menolak warisan

ataw hutang yamg diwarisiny.
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PENGEMBANGAN INVESTASI ASING DIINDONESIA
DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN EKONOMIGLOBAL
MELALUF PERBAIKAN REGULASY

Oikch:
Joni Emirzon, SH., M.Hum'
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Semeral Krisis moncler meland negord Tnsdomesin, jurmioly (s afig
rerms seriner bahban mehcopai argrka mand, TaRyaR iAvesiaT asing hengkarg ke
pegara-megara fetanggo. Bertgol permatelahan yong tmbad akibat dari krisis
rharsonei, 2ol ol sertie parmesalalut feeseind ety dF bidamg Ak seperti Riregagind
crian bermtaha, pemegoban dukuw vong tidak kaneisien, dan reghlasi porg
eninibirikan ticva Hegg (high cost). Hisgge saal saal inl Tehily kurang TO00-aR
Parda disavankan oriuk dibotelkan doe dliperferiki, Smar ini Pola perbaifan regiiost
vang beik don diterima dinio intermaviono! adalah Metode Regutatory fmpoct
Assermient {RTAL RIA borperan univk meamesiiha securd sisfeiais dalan mensmikan
pifikar kebyfakan yang pating <fisien ddn gierii
Kata Kunel: fnvesmsd Asing; Eny Glabalisol, Regrilusi; Regulatory fmpact Assesmerd
RLAL

Pendahnluan

Ekonomi Global atau Glohalisasi Ekonomi mulai mengelinding dengan
terbentuknya Pasar Bebas diberbagai wilayal, seperti NAFTA, AFEC, AFTA,
Pasar Bersama Eropa, dan (WTO). Terbentukmya tatanan Ekonomi Global
disambut pro dan kentra®. Ini merupakan kenyataan yang harus dihadapi oleh

' Sadens mengikuti pendedilan 53 peda Program Pascanejons Universilas Diponegans Semaung.

1 Ada dus kebu peseaieng ekoramt global, it Ka gasbonaiizdk Parikuler, Kuba ini
menganggap globatisasi skl oker Sari spsua kerusakas mualal dar ekonomi, poditi, sasial,
kuilpural sanapei terorismes yong distesd warga Junis, ridak ade sama sckali nilal postif yang
dihasilksn deri ghobalizasi. Mereka menolak dengen bogls semud hal yang berkaitas dengan
plobalizasi, perdagangan bebas, neo-knpitalime din neo-liberalksme, Pendnanean hiodal Asing
oleh Transwafionad Corperafivss [THOs), Sedongkan Kubu Humanisik Ceiversal
berpendspar plobalisasi penyeheh rerhesar kemiskinan din ketidakadiban skoneei, kensakan
linghwngan dan kwltural, peanggamn HAM, sehinggs plobalisasi hare ditiolak st misimal
dilientikan. (ki SusatifBaa Sevo. EdL, A00TL, ol -82-47% Pl Hiret dan Grabame: Thompso
berpemdapan komEep globalisssi seperti yang dikemiacan oleh pars penganut ekirim Leord
ghabalisasi tidak kakn dan Lidak tukan adalah Mites Belaka. (Rjom Hetine, 2000 hal-202).
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